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ABSTRAK

UU bidang politik dan keormasan yang berlaku di era Orde Baru sangatlah konservatif dan
turut mernberi andil bagl terjadinya krisis di berbagsi bidang yang menimpa bangsa indo-
nesia akhir-akhir inf. Upaya melakukan reformasi sebagaf bagian dari reformasi hukum
ketatanegaragn yang menyeluruh harus diarahicen pada upaya penegakan dan periindungen
hak-hak polftik yang merupakan kristalisasi awal sebagal instrumen HAM df dalam konstitusl,
Secara mendasar juga harus difakukan perubahan secara amandemen terhadap UUD 1845
guna memberi tafsir resmi atas masalah-masalah ambigu, membongkar sistem politik

yang executive heavy dan menggantinya dengan chekcs and balances, serta mengurang!
atribusi kewenarngan yang terlalu besar kepada Presiden. ini bisa diiakukan untuk jangka

pendek, menengah, dan panjang secara bemngsw-aanr.

Pendahuluan

Sejak sebelum gerakan reformasi men-
capai puncaknya yang ditandai dengan
jatuhnya Soeharto dari kedudtikannya se-
bagai Presiden Republik indonesia, suara-
suara keras yang menuntut dilakukannya
reformasi (perubahan dalam satu sistem}
atas UU Keormasan dan UU bidang Politik
begitu sering terdengar. Pada umumriya di-
kemukakan bahwa berbagai UU yang
digugat tersebut meripakan produk hukum
yang tidak demokratis, membunuh hak-hak
politik masyarakat dan mengakumulasikan
kekuasaan ke satu tangan yaitu presiden.
Sebenarnya jika dildasifikasi secara teoritis
JU Keormasan itu berada dalam satu
rumpun dengan UU bidang Politik yakni se-
bagai UU yang mengatur tentang hak-hak
politik masyarakat. ltulah sebabnya ber-
bagal gugatan tentang itu lebih banyak
menyebut *paket UU bidang politik® yang
umumnya dikenal sebagai lima UU bidang
politik, termasuk.di dalamnya UL tentang

Keormasan,

Tulisan inf akan mencoba membuat
telaah terhadap apa yang digugat dengan
menelagh akar-akar masalahnya sakaligus
menawarkan prioritas agenda bagi upaya
reformasinya sesuai dengan cita-cita ten-
tang kehidupan berbangsa dan bernegara
secara demokratis, Meskipun UU bidang
politik itu sangat banyak namun tulisan in
akan menfokuskan pada beberapa UU
terlenty yang sangat strategis seperti tiga
UU politik (pemily, kepartaian, kelembagaan
MPR dan DPR) dan UU Kecrmasan. Ling-
kup bahasannya akan berpangkal pada UUD
1845 dan UU formal dalam bidang-bidang
tersebut dengan pendekatan sosio-kuitural
dan yuridis formal.

Permasalahan di Era Orde Baru

Seperti telah dikemukakan dj atas
sobenamya sekali UU bidang politik yang
telah dikeluarkan sejak zaman Orde Baru
yeang semuanya memeriukan sentuhan refor-
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masi. Keperiuan akan reformasi itu menjadi
hiscaya karena semua UU itu lahir dari
kehendak dan bingkai politik yang sama.
Jika kata politik itu dikaitkan dengan pilar-
pilar kekuasaan yang terdistribusi ke dalam
lembaga-lembaga negara maka semua UU
yang terkait dengan proses-proses ke-
kuasaan baik di pusat maupun daerah meru-
pakan UL bidang politik yang harus direfor-
masi. Dalam kaitan inf dapat disebutkan
bahwa semua UU bidang peradilan dan
penegakan hukum seperti kepolisian dan
kejaksaan, UU tentang semua lembaga
tertinggi dan tinggt negara, UU Pemerintahan
Daserah, Kepegawalan dan sebagainya yang
jumlahnya (menurut hasil sementara yang
penullis inventarisir) tidak kurang dari 30 UU
itu merupakan UU bidang politik. Tetapi
tulisan ini hanya membatasi diri pada tiga
UU bidang politik dan UU Keormasan. Ka-
rena yang harus didahulukan untuk segera
ditawari alternatit materi reformasi adalah
UU tertentu. Jika UU bidang politik tertantu
telah direformasi dan diimplementasikan
untuk pertama kali maka produk politik dan
implementasinya akan melahitkan pemain.
pemain politik yang dapat mengagendakan
dengan bafk reformasi bagi semua UU bidang
politik lainnya (Moh. Mahfud MD, 1988),

Untuk menawarkan alternatif materi re-
tormasi kita harus mengidentifikasi dulu
persoalan-persoalan pokok yang timbul
selama era Orde Baru dari berbagal UU ter-
sebut. '

Undang-Undang Pemilu

Ul ini semula diundangkan pada tahun
1869 dengan UU No.15 Tahun 1989 dan
telah diperbarui beberapa kali, terakhir
dengan UU No.1 Tahun 1985. Selama bet-
lakunya UU ini persoalan yang selalu mun-
cul adalah tidak faimya pelaksanaan Pemiju.
UL ini terlalu banyak memberikan space

kepada pemerintah untuk membuat per-
aturan pelaksanaan sekaligus memotori
pelaksanaan Pemilu yang dalam prakteknya
selalu menguntungkan Golkar sebagai
orsospol yang didirikan oleh dan untuk pe-
merintah. Kecurangan senantiasa terjadi dari
pemilu tetapi tidak ada follow-up yang
dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai
dengan ketentuan UL, UU ini memang hanya
memuat hal-hal yang pokok untuk kemudian
memberikan delegasi kewanangan yang
terlalu besar kepada pemerintah untuk mem-
buat peraturan lebih lanjut dengan peraturan
perundang-undangan lain dari tingkat pusat
sampai ke dasrah-dasrah,

Peraturan perundang-undangan yang ke-
mudian lahir dengan begitu banyak sebagai
peraturan pelaksanaan atas UL ini menjadi
begitu banyak dan sering dirasakan keluar
dari azas-azas yang dianut oleh UU itu sen-
diri, Masalah pokok yang terjadi dalam kaitan
UU pemilu ini adalah terjadinya proses pemiiu
(electoral processes) yang tidak jujur dan
tidak adil karena muatannya yang terlalu po-
kok telah memberi peluang bagi timbulnya
kecurangan-kecurangan yang diwadahi
dengan (justifikasl} peraturan psrundang-
undangen yang dibuat oleh pemerintah.
Akumulasi kecurangan ini terus meningkat
dan menjadi terlindungi secara “formal” ka-
rena panitia-panitia pamilu didominasi oleh
pemerintah sedangkan partai-partaj tidak
diberi fungsi yang signifikan dalam psnye-
lenggaraan pemilu. Jadi masalah pokok
yang tetlihat dalam sistem pemilu inf adalah
proses pernily dan bukan soal sistem pemilu
(electoral law) yang proporsional atau yang
distrik.

Undang-Undang Susduk MPR/DPR/DPRD

Masalah paling mandasar dari UU ten-
tang susunan dan kedudukan MPR/DPR/
DPRD ini adalah produknya yang telah me-

20

JURNAL HUKUM



Undang-Undang Polittk, Keormasan, dan Instrumentasi Hak Asasi Manusia

nampilkan tidak imbangnya kekuatan politik
antara lembaga permusyawaratan/per-
wakilan. UU ini telah menjedi sarana bagi
proses penguatan eksekulif yang terus
berakumulasi sghingga menjadi steril atas
kekuatan-kekuatan kontrol yang datang dari
tuar, Akumulasi kekuatan yang terus mem-
besar bagi pemerintah selain disebabkan
oleh pemilu yang tidak adil dan tidak jujur
juga disebabkan oleh UU tentang Susduk
MPR/DPR ini yang memberi peluang ke-
pada pemetintah untuk memasang tangan-
tangannya di MPR dan DPR melalui peng-
angkatan. Jika dikalkulasi maka jumiah
anggota MPR yang diangkat oleh Presiden
adalah 57,5% sedangkan yang dipilih, itu-
pun dengan pemilu yang tidak jujur, adalah
42,5%.

Dengan Konfigurasi kekuatan di MPR
dan DPR yang lahir dari UU Pemilu dan
Susduk MPR/DPR/DPRD maka sulit dapat
muncul kontrol yang sungguh-sungguh atas
Prasiden. Komposisi DPR yang sudah sa-
ngat didominasi oleh pemarintah melalui “pe-
menang Golkar secara tidak fair® dan peng-
angkatan dari golongan ABRI sebanyak 75
kursi menjadi semakin menguatdi MPR me-
lalul pola rekrutmen atas utusan Daerah dan
utusan Golongan. Pengangkatan utusan Dae-
rah sebagai unsur mutlak di MPR prakiis le-
hih mewakili kepentingan pemerintah karana
memang UL inf bertendensi kuat mengarah-
kan agar mereka yang mewakili Daerah ini
adalah mereka yang berasal dari pemerintah
atau diyakini tidak berani bersuara vokal
kepada pemerintah. Begitu Juga utusan
golongan direkrut tanpa kriteria yang jelas
sehingga yang muncul di sana sebagian be-
sar bukaniah tokoh-tokoh yang mempunyai
massa untuk diwakili, tetapl mereka yang
diterima oleh Presiden. Tidak mengherankan
jika ada satu keluarga yang masuk ke MPR
dsngan baju golongan yang berbeda-beds,
ayahnya mewakill golongan ABRI, isterinya

mewakill golongan wanita, anaknya mewakili
golongan pemuda, keponakannya mewakili
golongan profesional lain dan ssbhagainya,
Melalui cara pengangkatan yang pada
akhimya tergantung pada Prasiden ini puila
semua pejabat eksekutit selevel menter
masuk ke MPR dan mendominasi Badan
Pekerja yang bertugas merancang penilaian
atas (laporan) hasil kerja Presidan dan me-
nyiapkan tugas-tugas baru Presiden. Dalam
pada itu setiap anggota Majells atau Dewan
harus menjadi anggota salah satu fraksi
yang secara praktis menjadi penyaring dan
pemagang monopoli untuk menyatakan si-
kap sehingga suarg-suara persgorangan
anggola menjadi tidak bernilal. Di datam UU
ini ada mekanisme penarikan anggota yang
maskipun disebut Pemberhentian Antar
Wakty, sebenamya merupakan mekanisme
recall bagi meraka yang bersuara keras ter-
hadap pemarintah. ,

Bengan format kelembagaan yang se-
perli hu maka praktis sebenarmnya MPR dan
DPRA itu bukanlah representasi perwakilan/
permusyawaralan rakyat melainkan repre-
sentasi perwakilan/permusyawaratan Pre-
gidan. Nama rakyat hanyalah dipinjam untuk
memberi legitimasi formal dalam peng-
ambilan keputusan politik. Dalam keadaan
yang demikian, kita tidak dapat melthat ada-
nya mekanisme check and balance dalam
hubungan antara Presiden dan MPR/DPR.

Undang-Undang Kepartalan

Kesalahan paling mendasar pada UU
Parpo! dan Gelkar (UU No.3 Tahun 1885
yang merupakan hasil parubahan atas UU
No.3 Tahun 1975) adalah penstapan secara
definitif tentang jumlah parpol yang diakui
oleh UU. Seharushya sebuah UU Kepartaian
yang paling pokok adalah memuat tentang
syarat-syarat berdirinya partal disertai hak

dan kewajibannya.
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Dengan hanya menyebut tiga partai se-
cara definitif sebenamya UU ini telah menu-
tup bagi berkembangnya wadah aspirasi yang
dapat mengagregasi dan mengartikulasikan
kepentingan masyarakat. Secara mendasar
ini dapatdikatakan membelenggu hak-hak
politik rakyat untuk membangun sarana
demokrasinya sendirl. Masalah politik yang
juga menjadi catatan kita dari jumlah partai
yang telah given ini adalah pengalaman
pemilu tahun 1997 di mana PDI hanya men-
dapat suara kurang dati 3% yang berarti juga
tidak cukup untuk dibagi ke dalam komisi-
komisi dan alat kelengkapan yang tersedia
di DPR/MPR. Untunglah hasil revisi porhi-
tungan yang diusulkan oleh dasrah pemilihan
Sumatera Utara ketika itu dapat menambah
satu kursi lagl sehingga Fatimah Achmad
terkatro! dan kursi PD] menjadi pas untuk
disobar ke semua alat kelengkapan yang
ada,

Ssharusnya sebuah UU kepartaian, se-
lain secara tegas menyebut semua orsospol
dan parpol, Juga membuka kemungkinan
hagi bubarrya parpol karana tidak mendapat
dukungan yang layak sekaligus membuka
peluang bagi tampilnya parpol baru yang
mendapat dukungan besar dari rakyat. Jadi
bukan menstapkan secara definitif untuk mau
atau tidak mau harus diterima oleh rakyat.

Hal lain yang juga menjadi masalah adalah
paranan pemerintah melalui Depdagri yang
juga menjadi Pembina Politik Dalam Negeri.
Dalam prakteknya pernbina politik ini selalu
melakukan intervensi dan menentukan dalam
masalgh-masalah penting di dalam orsospol
baik dari tingkat pusat maupun tingkat dae-
rah, misainya dalam penentuan atau kelang-
sungan pimpinan partai. Pembina politik ini
saringkali menekan pimpinan orsospol untuk
merecall anggotanya di MPR/DPR yang
bersuara vokal terhadap pamerintah.

Undang-Undang Keormasan

UU Keormasan yang lahir tahun 1985
dengan UU No.8 Tahun 1886 juga membuat
pembatasan-pembatesan yang terlalu mem-
belenggu hak politik rakyat untuk berserikat
dan berkumpul. UU dibuat sstelah terjadi
berbagal peristiwa menyusul gagasan pems-
rimtah untuk menjadikan Pancasila sebagal
satu-satunya azas bagi setiap organisasi
kemasyarakatan. Ketika pemerintah melan-
sir gagasannya ftu bermunculan reaksi peno-
lakan karena di dalam GBHN sendiri kewa-
jiban menjadikan Pancasila sebagai satu-
satunya azas itu hanya ditujukan untuk
orsospol. Peristiwa Tanjung Priok dengan
sejurmlah besar korban jiwa yang sampai
sekarang masih misterius merupakan akibat
dari upaya pengazastunggalan Pancasila
bagi ormas ini. Namun akhimya pemerintah
dangan kekuatan politiknya yang dominan,
berhasil mengundangkan ULl Keormasan
yang kemudian mengharuskan semua ormas
menjadikan Pancasila sebagai
azasnya. Ssbenarnya inf terlalu berlebihan
sebab dengan telah mantapnya Pancasila
sabagai “dasar negara” maka azas kekhu~
susan dapat dipergunakan oleh omas (bahkan
parpo! sekalipun) dengan catatan bahwa
semua azas kekhususan itu dipergunakan
untuk mencapai tufuan yang terdapat dida-
lam dasar negara Pancasila.Ini sesuai de-
ngan azas demokrasi itu yang memang me-
nenggang berbagai pendapat dan pan-
dangan-pandangan yang berbeda.

Dalam kenyataannya hampir semua
ommas kemudian diintervensi oleh peme-
rintah melalui “Pembina Politik” sehingga
negara telah mengkonfigurasikan ormas-
ormas itu secara koorperatis dimana semua
pimpinannya terkooptast oleh negara. Mu-
hammadiyah dan NU dapat disebut sebagai
contoh dua organisasi yang cukup berhasil
meminimalisir cengkeraman negara dengan
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tampiinya Amien Rais dan Gus Dur masing-
masing sebagai ketua umum, telapi siapa-
pun tahu bahwa pamerinteh selalu berusgha
mengintervensi dan mengaduk-aduk kedua
parai terbesar itu.

Lemahnya Periindungan Hak Polltik

Catatan-catatan pokok tentang UU Po-
litik dan Kearmasan di atas memperlihatkan
bahwa perlindungan yang diberikan bagi rak-
yat untuk melaksanakan hak-hak polittknya
ternyata sangat lemah. Tepatnya rakyat ti-
dak diberi ruang yang cukup untuk melaksa-
nakan hak-hak politik yang merupakarn ba-
gian dari hak azasinya. Mengapa tetjadi de-
mikian? Jawaban atas pertanyaan ini dapat
diberikan melalui pemahaman atas sefarah
perumusan hak azasi manusia.

Sekularisas| Kekuasaan dan HAM

Secara sosio-kultural konsep HAM dan
demokratisasi itu sebenamya pertama-tama
muncul bukan sebagai reaksi atau abso-
lutisme negara melainkan sebagal akibat
logis dari sekularisasi kekuasaan menyusul
munculnya negara-negara kebangsaan
{Sostandyo Wignyosoebroto, 1994: 3-4). Se-
perti diketahui pada abad-abad pertengahan
kekuasaan raja itu selalu dikaitkan dengan
teori keTuhanan sehingga raja yang ber-
kuasa itu mempunyai kekuasaan ahsolut
untuk memerintah berdasar kekuasaan Tu-
han, bahkan ada juga yang mengaku dirinya
sebagai Tuhan. Tetapi ketika kemudian
muncul pertanyaan Paus Gregorius Vil di
dalam Dictatus Papae (1075) bahwa ke-
kuasaan Tuhan itu yang tertinggi ada pada
gereja dengan Paus dan para pendetanya,
sedangkan kekuasaan raja terbatas pada
soal-gsoal duniawi yang itupun berada di
bawah gereja maka raja kehilangan dasar
legitimasi, Timbullah pertanyaan "dar mana®

dan “atas dasar apa” pemerintah itu ber-
kuasa. Yang terjadi di sini adalah pertanungan
antara kalkuasaan raja dan kebebasan rakyat.
Kemudian mungul teori kedaulatan rakyat
yang menjadi alternatit atas terjadinya se-
kularisas] {pemisahan dasar kekuasaan raja
dari Tuhan). Di dalam teori yang baru ini di-
katakan bahwa raja atau pemetintah itu
berkuasa bukan karena Tuhan melainkan
karens “social contract” di mana rakyat me-
residukan sebagian HAM-nya untuk diurus
yang dikembangkan tidak lagl *vox Dei
(suara Tuhan)® sebagai dasar kekuasaan
raja tetapi diganti dengan “vox populi vox
Dei {suara rakyat adalah suara Tuhan)” Rala
hanya menerima residu berdasar UUD, bu-
kan sebaliknya malah UUD yang meresi-
dukan kekuasaan raja untuk rakyat. ltulah
asal mula munculnya konstitusi yang dijadi-
kaninstrumen penting dari negara demokrasi
untuk membatasi kekiuasaan pemerintah
yanf) secukupnya diambll sebagai residu dari
HAM yang direlakan oleh rakyat untuk diurus
olehraja.

Maka dapat disimpulkan bahwa sebe-
namya demakratisasi dan HAM dalam keta-
tanegaraan di Eropa Barat itu merupakan
produk dari proses keseimbangan ulang an-
tara kekuasaan dan kebebasan setelah
terjadi sekularisasi atas kekuasaan raja-raja
yang absolut. Gagasan konstitusionalisme
jelas bukan merupakan fungsi residual ke-
kuasaan negara beserta aparat pemetin-
tahannya melainkan sebaliknya konstitusi
itu merupakan fungst residual kebebasan
dan hak-hek dasar manusia yang diserahkan
(sebagai sisa) kepada negara, melalui kese-
pakatan di antara mereka. Dan kesepalatan
tentang residu hak dan kebebasan yang
diamanatkan kepada negara itulah yang
kemudian dituangkan di dalam konstitusi
dan berbagal jabaran implemantatifinya ke
dalam undang-undang {Soetandyo Wignyo-
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soebroto, 1994: 4). JJ.Rosseau dapat dicatet
sebagai selah seorang pemikir besar yang
memberi kontribusi bagi gagasan seperti ini
ketika mangatakan bahwa dasar kekuagaan
nagara adalah suatu kontrak antara seluruh
masyarakat untuk membentuk suatu peme-
rintahan yakni segolongan manusia yang
dibari kuasa untuk menjalankan psmerin-
tahan dengan batas-batas yang ditentukan
oleh konstitusi, tidak lagt berdasar teori ke-
Tuhanar tetapi berdasar kedaulatan rakyat.
(Gagasan inflah yang kemudian mendo-
rong atau memberi ilham bagi munculnya
tuntutan untuk memberikan pengakuan HAM
bagi khalayak kebanyakan di Amerika yang
mendeklarasikan kemerdekaannya pada
1776 dengan sebutan Declaration of Inde-
pendencs, bahkan revolusi Borjuis di Pe-
rancis 1789 yang kemudian barubah tota)
meanjadi revolusi rakyat yang sangat terkenal
sehagai Glorious Revolution ity sebenamya
diilhami oleh revolusi di Amerika 1776 yang
sangat populis ifu.
Negara-negara bangsa di Asia dan Afrile
yang bermunculan setelah Perang Dunia ||
meniru mode! negara-negara bangsa yang
pemah berkembang sabelumnya di Eropa
yang dapat dipahami ssbagai kensekuensi
dari kenyataan bahwa para nasionalis dan
perintis kemerdekaan di Asia dan Afrika
merupakan tokoh-tokoh yang mengalami
pendidikan Eropa dari para pendidik kolonial-
nya. Meskipun mereka dapat memahami
semua substansi kognitif tertang negara
bangsa seperti di Eropa namun dalam ke-
nyataannya tidak mudah untuk begitu saja
menghayati tradisi ketatanegaraen Eropa
dengan segala nilai-nilai dasarnya. Ada ke-
cenderungan pada para nesionalis bumiptitara
untuk bersikap formalistik dalam parsoalan-
persoalan ketatansgaraan dan politik. Oleh
sebab itu meskipun para nasionalis negara-
negara Asia dan Afrika itu cukup pandai ms-
nyusun konstitusi seperti yang berkembang

di Eropa namun sesungguhnya mereka ti-
dak banyak memikirkan atau bermaksud
merujuk ke dasar-dasar konstitusionalisme
yang mendasari berbagat konstitusi di ne-
gara-negara Eropa.

Generasi-generasl kensepsi HAM

Dari perspektif sejarah dan sosio-
kultural dengan demikian gagasan tentang
HAM dan instrumentasinya di dalam ke-
hidupan betmegara sebenamya telah ber-
langsung selama berabad-abad. Di Eropa
paling tidak kita mulai mengenal dari Dictatus
Papae pada abad ke 11 yang kemudian
disusul dengan Magna Charta 1215; semen-
tara di Timur sebenarnya tercatat telah ada
Piagam Madinah yang disusun negara Is-
lam awal yang juga memuat perlindungan
HAM seperti yang dikenal pada zaman mo-
demini.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa
maskipun sacara historis instnumentasi HAM
di dalam kehidupan bernegara telah dimulai
sajak berabad-abad yang lampau tetapi pada
umumnya dipahami bahwa wacana ini baru
berkembanyg pesat setelah revolusi Amerika
dan revolusi Perancis sebab sejak revolusi
itulah upaya mengimplementasikan ga-
gasan.John Locke (1632-1704), Morntesquieu
(1689- 1755) dan penggagas-penggagas
besar lainnya tentang perlindungan HAM di
bawah pamerintahan yang demokratis.
Tonggak sejarah kedua revolusi itu bagi
instrumantasi HAM bisa dilacak dari Dec-
laration of Independence pada tahun 1776
yang disusul dengan The Virgina Declara-
tion of Rights tahun 1791 di Amerika Serikat
yang selanjutnya memberi ilham bagi
revolusi Perancis 1789 dengan Declaration
des Drolts de 'Thommeet du citoyen. Di dalam
konstitusi-konstitusi negara-negara demo-
krasi modern setelah itu parlindungan HAM
menjadi isi pokoknya sehingga dapat disim-
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pulkan bahwa konstitusi sehenarmya mery-
pakan instrumen utama bagi perindungan
HAM sebab setiap pemerintahan kekuasaan-
nya dibatasi oleh konstitusi. Di dalam {lmu
Politik dan Hukum Tata Negara konstitus!
memang memiliki fungsi untuk membatasi
kekuasaan pemerintah agar tidak tampil
secara sewenang-wenang.

Tetapi sejarah Juga mencatat bahwa
hegara-negara demokrasi modem yang lahir
menyusul kedua revolusi itu telah melahirkan
masalah sosial baru karena liberalisme yang
mendasarinya telah menimbulkan kesen-
jangan ekonomi atau kelaparan dan kemis-
kinan massal. Individualisma yang menjadi
dasar kehidupan demokrasi telah menemu-
kan jalan bagi dikemukakannya eksploitasi
dari manusia yang kuat secara ekonomis
(kaum borjuls) terhadap warga-warga yang
miskin. Melalui kesempatan untuk mergbut
kursi-kursi parlemen pada saat pemilu kaum
borjuis berhasil menggunakan kekayaannya
untuk membeli suara rakyat dan merebut
kursi-kursi di parlemen, sehingga praktisi-
prakiisi parlemen hadir tidak sebagai wakil
rakyat tetap! tampil sebagai wakil dari kaum
borjuis. Parlemen ini kemudian mengguna-
kan wewenangnya untuk membuat produk
legislatif (hukum) yang cenderung membe-
narkan dilakukannya eksploitasi dari kaum
borjuis terhadap kaum miskin. Dalam ke-
adaan seperti inf pemerintah (eksekuti) tidak
dapat berbuat apa-apa karena di datam sistam
yang liberal seperti itu pemerintah hanyalah
menjadi alat netral yang bersikap passit
sebagal nachwarkerstaat (penjaga malam).
Yang diuvtamakan dalam sistem seperti ini
hanyalah pelaksanaan hak-hak sipil dan hak
politik yang dalam prakteknya hanya di-
lakukan ketika ada pemilihan anggota par-
lemen, yang ini dapat dipandang sebagai
pengutamaan atas HAM yang lebih bersifat
individual. Konsapsi yang demikian setanjut-
nya dikenal sebagai konsepsi HAM generasi

pertama yakni HAM yang lebih melindung;
hak-hek individu perseorangan.
Kekecewaan atas implemsntast HAM
yang menekankan pada hak sipil dan pofitik
bagi individu-individu warga negara dengan
ekses kesenjangan sosial yang parah inj
telah mendorong timbuinya pemikiran tentang
negara demokrasi dan hukum yang baru
yang lebih dikenal sebagai welfare state atau
konsepsi perlindungan HAM generasi kedua.
Di datam paham ini HAM tidak boleh hanya
ditekankan pada perlindungan hak-hak indi-
vidu yang liberalistis tetapi yang harus di-
utamakan di atas itu adalah HAM yang lebih
bersifat sosial atau komunal. Qlsh sebab
iturhak-hak sosial, ekonomd, dan budaya men.
dapat tempat cukup penting dalam proses
instrumentast HAM di dalam konstitusi, Di
dalam konsepsi yang demikian negara ne-
gara kemudian diberi peran aktif untuk
mendorong dan malindungi kesejahteraan
sosial-ekonomi masyarakat sebagai satu
kesatuan atau suatu komunitas dan bukan
sebagai orang-perorangan. Ekses buruk
terjadi juga pada konsepsi HAM genarasi
kedua ini negara, atas nama kepentingan
masyarakat sebagal satu-kesatuan, kemu-
dian masuk ke dalam berbagat aspek ke-
hidupan masyarakat secara penetratif dan
intervigionis melalui lembaga “Frefes
Ermessent” yang kerap kali menampitkan
sistem yang tidak demokratis dan mende-
sak hak-hak ezasi warga negara secara in-
dividual, Kerap Kkali di negara dengan wa-
wasan yang baru int hak-hak pribadi warga
negara ditelankan ke dalam jargon-jargon
hak-hak masyarakat sebagai satu kesatuan,
Dari sini menjadi jelas bahwa wacana
HAM telah temperangkap ke dalam tolak tarik
antara HAM generas! pertama dengan
sistem politik yang liberal dan HAM generasi
kedua dengan sistem politik yang otoriter.
Meskipun tidak sepenuhnya benar bagt aki-
bat “kesenjangan sosial” ateu “kesejahteraan
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sosial” tetapi Amerika Serikat dan bekas Uni
Soviet dapat dipandang sebagal cortch dari
pelaksanaan HAM generasi pertama dan
kedua itu, paling tidak dar sudut sistem
politik yang dilahirkannya. Amerika Serikat
yang lebih menekankan pada hak-hak
individu telah melahirkan sistem pofitik yang
demokratis meskipun memiliki program-pro-
gram sosial yang cukup efektif; sedangkan
bekas Uni Soviet, dengan atas nama perlin-
dungan HAM yang komunal dan demokrasi
rakyat, telah melahirkan sistem politik to-
taliter yang menindas. Yang segsra dapat
disimpulkan dari uraian tersebut adalah ke-
nyataan bahwa Konsepsi HAM itu memiliki
spektrum yang luas dan memperlihatkan
tolak tarik antara peran nagara dan peran
warga negara tentang pelaksanaannya
(Moh.Mahfud MD, 1884: 6). Suatu negara
yang dikecam internasional sebagai pelang-
gar HAM kerapkali berdalih bahwa yang
dilakukannya justru melindungi HAM kolsktif
atau HAM yang lebih |uas, sebaliknya suatu
negara lain yang dikecam tidak memiliki ke-
perdulian bagi hak masyarakat sebagai satu
kesatuan (kolektif) dapat berdalinh bahwa
kebijakannya justru untuk melindungt hak-
hak individu yang tidak dapat diganggu gu-
gat. Agenda utama yang periu dicarl cleh
seliap negara sebenamya adalah bagaimana
membangun keseimbangan antara konsepsi
HAM generasi pertama dan konsepsi HAM
generas! kedua agar keduanya tidak saling
menagasikan antara yang satu dengan yang
lain.Bahkan akhir-akhir ini ketika masalah
lingkungan menjadi persoalan masyarakat
di berbagai negara telah muncul konsapsi
HAM generasi ketiga yang juga harus men-
dapat perhatian dari berbagai negara yakni
HAM yang dikaitkan dengan parlindungan
manusia dari kerusakan lingkungan. Di sini
ditekankan bahwa selain hak sosial, ekono-
mi, dan budaya setiap pemerintah dan warga
negara harus menjaga kelestarlan ling-

kungan agar hak-hak hidup masyarakat ti-
dak terganggu karena rusaknya lingkungan.
Itulah dinamika konsepsi dan implemantasi
HAM dari perspekiif sejarah dan politik kon-

temporer.

HAM dl Indonesia dalam Konstitus!
dan Praktik

Masalah periindungan HAM di Indone-
sia selalu menjadi bahan diskusi yang tidak
habis-habis, baik karena konsep dasamya
yang bersumber dari UUD 1945 maupun
dalam kenyataan praktisnya di lapangan
yang ditengarai penuh pelanggaran-pelang-
garan. Kita tentu masih ingat bahwa men-
jelang Sidang Umum MPR 1998 Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH])
mengumumkan hasil studinya tentang pe-
ngelompok tokoh-tokoh HAM Indonesia atas
kelompok universalls dan kelompok ko-
munitarian atau partikularis, Ekspos tentang
pengelompokan tokoh-tokoh tersebut me-
mang memancing debat publik yang ramai
karena memang kontroversial, lebih-lebih
ada tokoh-tokch yang dimasulkan dalam
kelompok komunitarian dalam studi itu (se-
perti Muladi dan Aisyah Amini) menyatakan
tidak setuju dengan pengelompokan itu.
Ketika makalah ini ditulis (tanggal 29 Juli
1888} diskusi publik tentang hak-hak politik
sedang terjadi di Indonesia.Pasalnya dipicu
oleh keluamya Perpu No. 2 Tahun 1988 ten-
tang Kebebasan Mengemukakan Pendapat
atau Unjuk Rasa yang justru banyak ditang-
gapi sebagai Perpu tentang ketidakbebasan
sebab memuat ketentuan tentang keharusan
minta ifin atau memberi tahu terlebih dahuiu
kepada pemerintah bagi setiap rencana
unjuk rasa yang mencapai jumiah peserta
tertentu. Tetapi apapun sebenarnya kesim-
pulannya nanti, diskusi-diskusi tentang HAM
yang kontroversial itu di Indonesia tidak
terlepas dari cara UUD 1245 mengaturten-
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tang HAM.

HAM di dalam UUD 1945

Tidak sedikit orang yang berpendapat
bahwa UUD 1845t sebenamya tidak banyak
memberi perhatian pada HAM, bahkan
UUD 1945 itu tidak berhicara apa pun tertang
HAM yang universal kecuall dalam dua ha!
yaitu sila ke empat Pancagila yang mele-
takkan azas “kemanusiaan yang adil dan
berardab” dan pasal 20 yang menderivasilkan
[aminan “Kemerdekaan tiap penduduk untuk
memelul agama dan beribadah®. Selebihnya
dari itu UUD 1945 hanya berbicara tentang
*HAW" atau hak azasi warga negara (atau
HAM yang di partikularistik), Alenia pertama
UUD 1245 yang sering dikatakan sebagai
dasar paling dalam dari dianutnya prinsip
perindungan HAM di Indonesia sebenarmya
lebih dekat ke HAM yang partikularistik se-
bab ketika berbicara bahwa “kemerdekaan
itu ialah hak segala bangsa” sebenarnya itu
dinyatakan ssbagai pengantar bahwa bangsa
Indonesia (sebagai komunitas tertentu) juga
ingin merdeka. Jadi pemyataan ini ditujukan
untuk mawadahi keinginan bangsa Indons-
sia yang memiliki warpa tersendiri yang
berhak merdeka dan periu memiliki HAW di
dalam sebuah negara yang merdela. Antara
HAM dan HAW itu jelas berbeda sebab jika
HAM mendasarkan diri pada paham bahwa
sacara kodrati manusia itu, di manapun, mem-
punyai hak-hak bawaaan yang tidak bisa
dipindah, diambil atau dialihkan, maka HAW
ftu hanya mungkin diperoleh karena sese-
crang mamiliki stahis sebagai warga negara.
Sementara itu mengetahui bahwa menurut
pasal 26 UUD 1945 sendii status kewargane-
garaan it hanya diperoleh setelah memenuhi
syarat-gyarat yang ditentukan dalam UU,
padahal menurutpasal 5 UUD 1845 kelusasa-
anmembeniuk UU (yang menentukan syarat-
syarat kewarganegaraan itu) dibuat oleh

Presiden, meskipun harus dengan persetu-
juan DPR. Maka jika dirunut dari pasal 26
dan pasal 5 UUD 1845 HAW itupun sebenar-
nya bukan merupakan hak bawaan tetapi
hak yang diberikan oleh negara (Presiden)
melalut UU. Inijelas berbeda dengan tuntutan
higtoris-filosofis yang menghendaki bahwa
konstitusionalisme itu justeru bermaksud
menylsakan hak-hak dasar manusia yang
dapat diberikan kepada pemerintah, dan
bukan menyisakan kekuasaan dasar yang
dapat diberikan kepada manusta malahg UL,

Lebih dari itu hanya ada dua pasal di
dalam UUD 1948 yang secara eksplisit ber-
bicara tentang HAW yaitu pasal 27 ayat (2)
yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga
negara barhak atas peketjaan dan penghi-
dupan yang layak bagi kemanusiaan dan
pasal 28 yang menyatakan bahwa tiap-tiap
warga negara berhak mendapat pengajaran.
Hak-hak untuk berserikat, berkumpul dan
menyatakan pendapat sebenarnya belum
eksplisit dinyatakan sebagai hak yang be-
nar-benar ada dan diberikan kdrena menurut
pasal 28 hak-hak itu masih harus diatur de-
ngan UU. Dan dalam kenyataannya hak-hak
tentang ini seperti terlihat didalam berbagai
UU bidang politik dianggap tidak memadal
sehingga selalu dituntut untuk dijadikan
salah satu sasaran utama dalam reformasi
politik dan reformasi hukum, Bahkan UUD
1945 juga memuat ketentuan tentang ke-
wajiban azasi ketika menentukan bahwa
setiap warga negara bukan hanya berhak
tetapi wajib membela negara, bukan mem-
bela bangsa. Dalam pada itu pasal 27 ayat
(1) menegaskan tentang kewajiban bagi
setiap warga negara untuk menjunjung hu-
kum dan pemerintahan. Pasal ini memang
menegaskan bahwa tidak boleh ada dis-
kriminast dalam hukum dan pemerintahan,
tetapi ia tidak menjalaskan secara eksplisit
tentang kesebandingan kedudukan warga
negara fika disandingkan dengan pemerintah
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sehingga sangat potensial secara politik
bahwa warga negara itu tidaklah sebanding
dengan, dan harus selalu kalah pada, peme-
rintah. Ini juga dapat memberi kesan bahwa
baik Pembukaan UUD 1945 maupun Batang
Tubuhnya tidaklah memiliki semangat yang
kuat dalam memberikan perlindungan HAM
atau lebih menganut keinginan untuk mem-
hatasi hak azasi manusia menjadi sekedar
hak azasi warga negara yang itu pun harus
ditentukan dalam UU vang dibuat Lembaga
Legislatif. Sementara itu Indonesia juga
disorot oleh dunia Internasional karena di-
tengarai hanyak melakukan palanggaran
atas HAM dan karena konsep HAM yang
dianutnya bersitat partikularistik dengan
meresidu HAM menjadi hak azasi warga
negara yang itu pun masih harus diresidu
melalui UU yang dibuat oleh pemerintah,
Sampai sekarang Indonesia baru meratifi-
kasi empat konvensi dari 22 konvensi yang
menyertai Universal Declaration of Human
Rights 1948 (Baharuddin Lopa, 1997: 4) yang
pada akhir Juli 1998 ditambah lagi dengan
ratifikasi atas Konvensi Anti Penyiksaan.

Mengapa konstitusi iita, UUD 1945, hadir
dengan watak seperti itu? marilah kita lihat
sejarah perumusannya.

Perdebatan di BPUPKI

Ketika Badan Penyelidik Usaha-usaha
Kemerdekaan indonesia (BPUPKI) yang
bertugas menyiapkan rancangan UUD pada
tahun 1945 melakukan pembahasan-pem-
bahasan tentang sebuah konstitust bagi
negara yang akan segera mardeka ini maka
silang selisih tentang perumusan HAM telah
muncul (Dalam Muhammad Yamin, 1971
:287-308). Di sana terjadi perbedaan antara
Sockamo-Soepomo di satu pihak dan Hatta-
Yamin pada pihak lain. Pihak yang pertama
menolak memasukkan HAM, terutama yang
individual, ke dalam UUD karena menurut

mereka Indonesia harus dibangun sebagai
negara kekeluargaan sedangkan pthak yang
kedua menghendaki agar UUD itu memuat
masalah-masalah HAM secara eksplisit.
Tentang ini kita dapat mengutip apa yang
dikatakan Soekamo di BPUPKI:

“..buanglah serna sekall paham indivi-
dualisme itu, fanganlah dimasukkan di
talam undang-undang dasar kita yang
dinamakan ‘rights of the citizen’ sebagai
yang dianfurkan oleh republik Perancis
ftu adanya, kita menghendaki keadilan
sosial”.,

Sementara Soepomo mengatakan:

“...dalam Undang-undang dasar kita
tidak bisa memasukkan pasal-pasal
yang tidak berdasarkan aliran kekeluar-
gaan, meskipun sebenarnya kita ingin
sekali memasukkan...”

Ketika menanggapi pertanyaan anggota
BPUPKI Maria Uifah tentang itu Soepomo
menegaskan bahwa kita tidak perlu mema-
sukkan pasal-pasal “hak azasi” ke dalam
UUD karena kita telah memilih dasar ko~
daulatan rakyat.

Berbeda dengan Sogkamo-Soepomo
pada pihak lain Hatta-Yamin justru menghen-
dakd agar masalah HAM dimasukkan dalam
UUD, Hatta mengatakan bahwa:

“....ada baiknya dalam salah satu pasal
yang mengenal warga negara, disebut-
kan juga di sebelah hak yang sudah
diberikan kepadanya misalnya tiap-tiap

warga negara jangan takut mengsluar-
kan suaranya...”

Senada dengan pendapat Hatta itu Yamin
mesngatakan juga:
“..Supaya aturan kemerdekaan warga

negara dimastikan dalam Undang-un-
dang Dasar seluas-luasnya. Saya me-
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nolak segala alasan-alasan yang dima-
jukan untuk tidak memasukkannya...”

Perdebatan di dalam BPUPKI ini akhir-
nya menghasilkan kompromi dengan di-
muatnya ketentuan-ketentuan tentang HAM
secara terbatas dan dibatasi pada warga
negara {tidak universal HAM dan dengan
cakupan yang sangat sedikit jika diban-
dingkan dengan deldarasi HAM sedunia),
dibatas! dengan UU yang mengakibatkan
terjadinya reduksi oleh pambuat UU (se-
hingga warga negara mendapat sisa hak
yang diambil oleh pemerintah, bukan mem-
bari sisa hak-haknya untuk diurus pemsrin-
tah) dan bersifat ambigu. Karena sitat am-
bigu yang disertai pemberian kewenangan
kepada lembaga legistafif untuk mensriukan
hak-hak azasi warga (yang partikularistik) itu
maka sepanjang sejarah politik di Indone-
sia perlindungan atas HAM itu menjadi
persoalan. Kerapkali HAM (secara pribadi-
pribad) dilanggar dengan alasan balwa yang
dipentingkan adalah hak masyarakat se-
bagai satu kesatuan di bawah jargon “keper-
tingan umum®, semantara ukuran-ukuran ke-
pentingan umum itu sendiri tidak pemah jelas
juga sehingga kepentingan umum menjadi
Identik dengan kepentingan pemerintzh.

Ketika sistem atau konfigurasi politik
menjadi otoriter maka pamerintah semakin
loluasa membuat tafsir-tafsir sendiri tentang
pelaksanaan HAM dan mengimplementasi-
kannya secara efaktif dalam pemerintahan
sehari-hari. Perlindungan HAM tidak lagl
berjalan dengan sungguh-sungguh karena
pemerintah dapat melakukan manipulasi-
manipulasi dan bermain di antara konsep
yang ambigu dengan pasnggunaan cara
pemantaatan atribusi untuk membuat hu-
kum, termasuk hukum-hulwum yang menyang-
kut HAM,

Sabenamya pada awal lahimya Orde
Baru di tahun 1866 gagasan tentang pertin-

dungan HAM yang lebih rinci dan [ugas telah
pemah dicoba untuk dituangkan di dalam
produk hukum yang ralatif kuat yaikni TAP.
MPRS. Ketlka itu dengan semangat refor-
masi menuju kehidupan yang konstitusional
berdasar Pancasila dan UUD 1845 telah
membentuk beberapa panitia Ad Hoe untuk
menyusun beberapa produk hukum (Tap
MPRS) yang kira-kira berfungsi sebagai
amandemen atas UUD 1845. Di antara ko-
misi-komisi Ad Hoc tersebut adalah Komisl
Ad Hoc tentang Hak Azasi Manusia, Komisi
Ad Hoc tentang Sistem Pemerintahan
Negara, dan Komisi Ad Hoc tentang Judi-
cial Review. Sejauh menyangkut Komisi Ad
Hoc tentang HAM tampaknya memang sa-
ngatdiperiukan sebuah UUD 1945 lahir men-
dahulul Deklarasi Hak-hak Azasl manusia
yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948
sehingga adanya instrumen baru tentang
HAM ini diharapkan dapat menampung
materi-materi deklarasi tu dengan semua
konvensi-konvensinya. Tetapl hasil-hasil
kerja berbagai komisi Ad Hog itu akhimya
kandas ketika pihak pemerintah menolak
melalui menteri kehakiman Oemar Senoadji
{Lev, 1980: 402-403). Pemerintah yang
berdasar hasil seminar Angkatan Darat 1)
harus menekankan pada pembangunan
ekonomi yang berorientasi pada pertum-
buhan telah manalak gagasan-gagasan bagi
gistem politik yang demokratis karena ke-
hidupan yang terlalu demokratis dengan
ketentuan-ketentuan yang dirinci dan impe-
ratif tentang HAM akan sangat potensial
membuka pintu-pintu interupsi bagi pemerin-
tah yang konsentrasinya untuk membangun
ekonomi akan terganggu (Moh.Mahfud MD,
1993). (tulah alasan penolakan atas gagasan-
gagasan reformasi politik dan hukum pada
awal Orde Baru. Tapi justru penolakan atas
hal-hal tersebut yang kemudian beraku-
mulasi dengan perkembangan politik do-
mestik maupun intemasional menjadi sebab
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jatuhnya rezim Orde Baru pada bulan Mei
1988. Ternyata penolakan atas gagasan-
gagasan awal Orde Baru untuk reformasi
politik dan hukum itu menyebabkan lemah-
nya fundamen paolitik, hukum, dan ekonomi
itu sendiri sehingga ketika arus demokrati-
sasi dan keterbukaan menerpa bangunan
Orde Baru maka Orde Baru pun jatuh dan
hasil-hasil kerjanya selama 32 tahun men-
jadi ikut musnah.

Tampak sekali bahwa dalam perdebatan
dan dalam sepanjang sejarah Indonesia
telah terjadi tolak tarik antara HAM individual
yang berakar dari revolusi Amerika dan
Perancis dengan bingkai liberalisme dan le-
gal stato seria HAM Komunal atau pemahaman
HAM generasi kedua dengan bingkai We!-
tare State. Dalam tolak tarik itu pemerintah
Orda Baru cenderung mensrapkan gagasan
Soekarno-Scepomo atau pemahaman HAM
generasi kedua (komunalisme) dengan
Weltare State dan dengan (resiko) tampilnya
sistem politik yang tidak demokratis karena
pemeriniah selaly menyatakan tindakannya
sebagai tindakan yang dilakukan demi me-
lindungi masyarakat sebagai satu komunites
(kesatuan).

Amblguitas Muatan dan Dominasi
Pemerintah

Yang dapat segera kita simpulkan dari
sgjarah HAM di Eropa Barat maupun pene-
rimaannya di indonesia adalah bahwa UUD
1845 itu tidak meletakkan konstitusi datam
fungsi residual atas HAM, melainkan saba-
liknya konstitusl itu menentukan sisa HAM
yang dapat dinikmati oleh warga negara,
Caranya ialah bahwa HAM itu diatur dengan
UU yang berarti ditentukan oleh pemerintah,
padahal seharusnya pemerintahlah yang
menerima sisa HAM untuk diurus sebagai
amanah yang dituangkan di dalam kons-
titusi. Penyerahan sisa HAM cleh rakyat

itulah yanyg harus dituangkan di dalam kons-
titusi sebagai batas tegas tentang kekuasa-
an pemerintah. ltulah makna mendasar dari
pernyataan bahwa “konstitusi itu berfungsi
sebagai pemberi batasan bagi kekuasaan
pemerintah” (Strong, 1880).

Selain itu di dalam fungsi residual yang
terbalik itupun HAM kita lebih cenderung
partikularistik atau komunitarian sebab HAM
hanya diberikan kepada warga negara pa-
dahal untuk menjadi warga negara itu harus
diatur dengan UU. Ketentuan yang demikian
lagi-lagi memberi peluang bagi penentuan
HAM yang bisa diberikan oleh pamerintah
kepada warga negarenya.

Lemahnya pelaksanaan HAM di Indo-
nesia dengan demikian bersumber dari ke-
tentuan UUD 1245 yang terlalu memberi
banyak kewenangan kepada pemarintah
untuk mengatur dengan UU tentang hak-hak
sipil dan hak-hak politik. Dalam praktiknya
tanpa kriteria yang jelas ini hak sipil dan
hak politik sering dikalahkan oleh kehendak
pemerintah yang dibungkus dengan demi
melindungi “hak sosial, budaya, ekonomi®
sebagai walfare state,

Karakter UU Politik dan Keormasan

Pengaturan di dalam UU tentang pelak-
sanaan berbagai hak-hak pofitik itu memang
cenderung korup karena semua UU yang
lahir selalu lebih bersifat “positivist-instru-
mentalistik” dalam arti selalu berisi tentang
pembenaran atau justifikasi atas kehendek-
kehendak politik dan program psmerintah.
liulah yang terjadi dengan sermua UU Politik
dan Kecrmasan yang masalah-masalah po-
koknya telah diuraikan di bagian awal tu-
lisan ini. Materi semua UU tentang ini me-
miliki karakter yang sama sekali tidak res-
ponsif karena lebih banyak mendukung bagi
akumulasi kekuasaan di tangan eksekutif,
Namun ketentuan-ketentuan yang tidak res-
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ponsif itu jika ditanya keabsahannya malka
jelas memenuhi syarat formal-konstitusional,
tatapi proses konstitusionalisasi itu sebenar-
nya dilakukan melalui manipulasi dengan
memanfaatian atribus! kewenangan yang
beqitu besar diberikan oleh UUD 1245 ke-
pada Preslden. Keadaan yang menutup
bekerjanya mekanisme checks and balances
dengan sendirinya melemahkan kontrol dari
masyarakat tarhadap pemerintah. Malahan
sebaliknya UU Politik dan Keormasan yang
lahir dari proses manipulasi atas atribusi
kewenangan itu telah menyebabkan tidak
terlaksananya hak-hak politik dan hak sipil
masyarakat, masyarakatiah yang kemudian
barada di bawah kontro! ketat kekuasaan.
Lembaga perwakilan/perwakilan dan partai-
partai penyangganya tidak dapat diharapkan
menjadi tumpukan penyaluran aspirasi ma-
gyarakat karena seluruh agenda politik
nasional terlatak di tangan Presiden. Ormas-
ormas juga telah terkooptasi melalui jaringan
koorporatis.

Agenda Refermasi UU Politik dan
Keormasan

Sesuai dengan persoalan-persoalan
pokok di atas maka arah reformasi bidang
politik dan keormasan ini harus diarahkan
pada upaya membangun cheles and balances
antar lembaga-lembaga negara sehingga
Presiden tidak lagi dominan. Barsamaan
dengan itu hak-hak untuk berserikat dan
berkumpul serta menyatakean pendapat harus
diberi jaminan oleh UU untuk tidak disikapi
secara represif oleh pemerintah. Jika begitu
agendanya maka ada dua hal yang periu
dijadikan fokus perhatian.

Perubahan atas UUD 1845

Langgam otoritarian yang menjadi salah
satu penyebab pokok terjadinya krisis

politik, ekenomi, dan hukum itu disebabkan
aleh muatan UUD 1845 yang bisa dita¥sirican
oleh kekuatan palitik. Makna sesungguhnya
dari muatan UUD 1945 itu memang [uhur,
tetapl penafsiranya dalam praktek politik
dapat diselewengkan. Yang tampak pada
kita krisis dan penyslewengan itu memang
bersumber dari orang atau semangat orang
yang menyelenggarakan seperti telah di-
ingatkan oleh UUD 1945, tetapi penyele-
wengan oleh crang sebenarmya dapat dijaga
dan dihalangi oleh sistem yang dibangun
melaiui UUD. UUD 1945 yang lebih banyak
menggantungkan pada semangat orang
telah dua kali menjsrumuskan bangsa In-
donesia karena kalau orang telah menjadi
penguasa tidak mungkin lepas dari kecen-
derungan untuk korup. Rulah sebabiya upaya
perubahan atas UUD 1845 harus dianggap
sebagai pilihan yang sangat bak. Beberapa
ternu iimiah akhir-gkhir inf juga menyimpul-
kan periunya perubahan UUD 1845 minimal
dengan cara amandemen. Alasan periunya
perubahan itu ada tiga:

Pertama, UUD 1845 itumenjadi landasan
bagi sistem executive heavy di mana Pre-
siden lebih punya peluang urthuk menerntukan
segealanya; kedua, beberapa pasaldi dalam
UUD 1845 memiliki sfat “berwayuh arti” atau
*multi interpretabla” yang kabur yang dalam
kernyataannya interpretasi yang harus di-
terima sebagai keharusan adalah inter-
pretasi yang dikeluarkan oleh eksekutif ter-
utama Prasiden; ketiga, UUD 1845 ituterlalu
banyak memberi atribusi kewenangan yang
dalam prakieknya, UU Politik dan Keormasan,
telah dimanfaatkan untuk melemahkan
kekuatan-kekuatan rakyat dan lembaga-
tembaga demokrasinya. Mengenai materi-
materi yang lebih rinci dari sasaran aman-
demen itu dapat dilihat dari berbagal hasi
seminar atau inventarisasi berbagai gagasan
(misalnya dalam Dahlan Thalb, 1298:19)
yang periu ditambah dengan instrumentasi
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HAM melalui ratifikasi atas konvensi-konvensi
dari Pemyataan Hak-hak Azasi Manusia
Sedunia di mana indonesia sangat lambat
untuk meratifikasinya {(Moh. Mahtud VD,
18€8:11-12). UUD 1845 tidak periu disakral-
kan karena pembuatnya sendiri menyebut
bahwa ia hanya bersifat semantara atau
dibuat dalarmn keadaan darurat,

Tiga UU Politik sebagal Perioritas

Upaya memberikan perlindungan yang
lebth proporsional atas hak sipil dan hak po-
litik dengan amandemen terhadap UUD
1845 dan perubahan terhadap semua UU
bidang politik tentu bukanlah pekerjaan yang
mudah. la memeriukan banyak wakiu, bah-
kan memeriukan psrubahan-perubahan
konfigurast lebih dulu agar menjadi demo-
kratis. Hanya konfigurasi politik yang demo-
kratislah yang terbuka terhadap pembaruan-
pembaruan. Timbulleh persoalan dari mana
kita akan memulai. Kita melihat dengan
seksama bahwa pada saat ini Indonesia
berada pada kondisi yang ctikup kondusif
untuk lebih dulu memulai reformasi hukum-
hulcum politik melatui tiga UU bidang politik
lebth dulu sebagai agenda pertama. Bagai-
manapun kita harus membuat prioritas-prio-
rites. Untuk melakutan amandemen terhadap
UUD 1945 meskipun kecendeningannya
sudah kuat tentu mamerlukan waktu lama
dan energi yang cukup besar. Oleh sebab
itu untuk tahap awal yang harus segera di-
selesalkan adalah UU tentang Pemilu, UU
tentang MPR dan DPR, Ul tentang Kepar-
tajan. Dari tiga UU inilah kita berharap dapat
lahir pemain-pemain politik baru yang de-
mokrat dan responsif sehingga dapat me-
lakukan tugas-tugas lanjutan untuk melaku-
kan reformasi menysluruh dalam bidang po-
litik (termasuk di dalamnya kegrmasan) yang
dapat memberi faminan bagi petaksanaan
hak-hak politik rakyat secara adil pula.

Kesimpulan

Seperti telah dikemukakan di atas UU
bidang politik dan keormasan yang berlaku
di era Orde Baru sangatlah konservatif dan
turut memberl andil bagi terjadinya krisis di
berbagai bidang yang menimpa bangsa In-
donasia akhir-akhir inl. Upaya malakukan
reformasi atasnya sebagat baglan dari refor-
masi hukum ketatanegaraan yang menyelu-
ruh harus diarahkan pata upaya penegakan
dan perlindungan hak-hak politik yang meru-
pakan kristalisasi awal sebagai instrumen
HAM di dalam konstitusi.

Jika diteropong dari sejarah sosio-kul-
tural perjuangan HAM pangurangan atau
pambelengguan atas hak-hak politik melalui
UU Politik dan Keormasan sebenamya di-
sebabkan oleh UU oleh pembalikan fungsi
residual dari pembatasan hak-hak pemerin-
tah melalul konstitusi sebagai akibat se-
kularisasi kekuasaan menjadi pembatasan
hak-hak rakyat oleh pemerintah melalui
konstitusi. Jika dilihat dari sejarah Indone-
sla pembelengguan hak-hak politik bersum-
ber dari Isi UUD 1945 yang tidak secara
sistemnik menentukan batas-bates kekuasaan
pemerimah, terialu ambigu dan muiti inter-
pratable sehingga dalem praktek penafsiran-
nya lebih banyak ditentukan oleh psmerin-
tah. Peluang pemerintah untuk mendomi-
nasi penafsiran ini ditambah pula dengan
sistemn politik executive heavy dan pembe-
rian atribusi untuk membuat UU
kepada Presiden yang terlalu besar.

Upaya reformasi harus menyentuh mini-
mal dua hal yakni secara mendasar dan
konkret. Secara mendasar harus dilakukan
perubzhan secara amandemen terhadap
UUD 1245 guna memberi tafsir resmi atas
masalah-masalah ambigu, membongkar
sistem politik yang executive heavy dan
menggantinya dengan chekes and balances,
serta mengurangi atribusi yang
terlalu besar kepada Presiden. Ini bisa di-
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iakukan untuk jangka pendek, menengah,
dan panjang secara berangsur-angsur, Urtuk
jangka pendek ini harus diakukan perubahan
secara konkret atas produk formal berbagai
UU bidang politkk dengan pricritas pada tiga
bidang politik yaitu teitang Pemilu, tentang
MPR dan DPR, dantentang Kepartaian. Dari
pemain-pemain politik baru yang tahir dari
tiga UU bidang politil yang telah direformasl

tni kita dapat berharap dilalaikannya refor-

mas! menyeluruh mslalui penggarapan atas
agenda-agenda fangka menengah dan pan-
jang. e

Daftar Pustakn

Adnan Buyung Nasution, 1992, The Asp-
ration for Constitusional Gaverment in
indonesia: a Cocia - Lagal Study of the
Indonesian Konstituante 1956-1959,
Pustaka Sinar Harapan, Jakara.

Baharuddin Lopa, 1986, AIQur'an dan Hak-
hak Azasi Manusia, PT Dana Bhakti
Prima Yasa, Yogyakarta.

Dahlan Thaib, 1888, “Reformasi Hukurn Tata
Negara, Mencari Mode! Alternatif Per-
ubahan KonstitusF, makalah diskusi
karjasama Pusat Studi Hukum dan Ju-
rusan Hulum Tata Negara, Fakultas Hu-
kum UI1, Yogyakarta, 27 Juli 1888,

Daniet S.Lev, 1990, Hukum dan Politik di
Indonesia, LP3ES, Jakarta.

Hans Thoolen, 1287, indonesia and the Aule
of Law, Twenty Years of New Order Ga-
verment, Frances Printer (Publigher),
London,

Paul S. Baut (ed), 1988, Remang-Remang
Indonesia, Lapcran Halk Azasi Manusia
1886-1887, Yayasan LBH Indonesia,
Jakaria.

lan Brownlie (penyunting), 1993, Dokumen-
dokumen Pakok Mengenal Hak Azasi
Manusia, U, Press, Jakarta.

Moh.Mahfud MD, 1993, Perkermnbangan Po-
Itk Hukum, Studi tentang Pengaruh
Konfiguras! Politlk tarhadap Karakter
Produk Hukum di Indonesia, disertasi
doctor datam [imu Hukum di Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

Moh. Mahtud MD, 1993, Demakrasi dan
Konstitusi di indonasia, Leberty, Yogya-
karta.

Moh.Mahfud MD, 1894, Perlindungan Hu-
Kum alas Hak Azasi Manusia, makalah
pada diskusi iimlah di Pusat Antar Uni-
versitas, Studi Sosial, Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, 18 Oktober.

Moh.Mahfud MD, 1998, “Konstitus/ dan
Instrumentasi HAM® makalah Basls
Wacana 1V pada Training Isiam dan
Penanganan al Dharuriyat al Khomsah
yang diselenggarakan oleh the Asia
Foundation dan LKIS di Ponpes Al Falah,
Banyamas, 12 Juli 1998.

Mubarrrrexd Yamin, 1971, Nasiah Persiapan ULUD
1945. Cet. [1. Jilid |. Jakarta: Sigunntang,

Soetandyo Wignyosoebroto. 1984. “Hak-hak
AzasiManusia, Demokrasi dan Pelaksa-
naannya di indonesia, Sebuah Tinfauan
Sosio-Kuitural dari Perspektif Sejaralf’,
Makalah pada diskusi iimiah di Pusat
Antara Universitas, Studi Sosial, Univer-
sitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 18
Oktober.

Strong, CF, 1980. Modem Political consti-
tution. Sidgwick dan jackson Ltd. Lon-
don.

Todung Mulya Lubis (penyunting). 1993, Hak-
Hak Azasi Manusia dalam Masyarakal
Durtia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

L 2 & 4

No. 10 Yol. § [ 1983

33




